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Pengertian Masyarakat Adat

ñMasyarakat Adat adalah Komunitas -komunitas

yang hidup berdasarkan asal -usul leluhur secara

turun temurun di atas suatu wilayah adat , yang 

memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, 

kehidupan sosial budaya , yang diatur oleh hukum

adat dan lembaga adat yang mengelola

keberlangsungan kehidupan masyarakatnya .ò 

(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)



Hak -Hak Masyarakat Adat

Â Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,

Â Menguasaidan mengelola sumberdaya alam
dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan
warganya,

Â Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus
warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak
atas nama persekutuan sebagai badan hukum.

Â Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang 
menyangkut lingkungannya,

Â Hak membentuk adat,

Â Hak menyelenggarakan sejenis peradilan

(menurut Prof. Juned)



Mukim adalah Masyarakat Adat Aceh 

PersayratanPengakuanMasyarakat Adat menurut Pasal
67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu : 

Â masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
(rechtsgemeenschap)

Â ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa
adatnya;

Â ada wilayah hukum adat yang jelas;

Â ada pranata dan perangkat hukum, khususnya
peradilan adat, yang masih ditaati; dan

Â masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah
hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari.

Berdasarkan sejarah , kenyataan dan pengaturan
dalam Qanun maka Mukim , memenuhi kriteria
sebagai masyarakat adat . 



Hak Mukim atas Hutan Ulayat Mukim

Â Menguasaidan mengelola hutan sesuai dengan
perundang-undangan yang mengaturnya

Â Dilibatkan secara penuh dalam pengambilan
keputusan terhadap transaksi-transaksi yang 
berkaitan dengan hutan mukim

Â Menyusun rencana pengelolaan hutan mukim

Â Melakukan monitoring untuk pengamanan hutan

Â Malaksanakanaturan-aturan adat yang berkaitan
dengan hutan

Â Menyelesaikansengketa pemanfaatan dan
pengelolaan hutan mukim

Namun tetap dibatasi oleh KonsepPenguasaanOleh
Negara terhadap KawasanHutan



Hutan Ulayat adalah :

hutan sejauh sehari perjalanan 
pulang pergi, di hutan ini semua 
penduduk boleh memungut dan 
mencari hasil hutan, dengan 
pembagian hasil disepakati antara 
pencari dan Imuem Mukim. 

Hutan Ulayat Mukim Menurut
Perundang - Undangan Aceh

Sebuahpernyataan deskriptif tentang ruang dan
perlu diterjemahkan kedalam ruang yang mempunyai

batas dan luasan yang jelas



Pertanyaan Mendasar tentang Hutan
Ulayat Mukim

Â Apakah hutan ulayat masih diakui secara
kuat oleh masyarakat, pemerintah atau
pihak lain?

Â Apakah hutan ulayat tersebut akan
diberikan langsung oleh Pemerintah?

Â Siapa yang berperan untuk mewujudkan
hutan ulayat Mukim?



Belajar dari Pengalaman

Fauna Flora Interntional Program Aceh 
bekerjasama dengan Seurikat Mukim Aceh 
Jaya,  Forum Mukim Aceh Barat, 

Pemerintahan Mukim, Institut Green Aceh, 
YayasanPeNa, YSNI Lamno, JKMA BTU, 
YayasanPapan dan JKMA Pidie melakukan

Kegiatan Pemetaan Hutan Mukim melalui
ProsesPerencanaanMukim



Sebaran Lokasi Kegiatan

Aceh Barat:
Kinco, Lango, Tungkup, 
Daerul Ikhsan

Aceh Jaya:

Krueng Sabee, Lam 
Teungoh, Pante Purba,  
PangaPucok, Pante
Cermin, Keuluang, 
Rigaih, Sarah Raya

Pidie:
Bangkeh dan Beunga

Pidie Jaya:
Manyang Ule Glee Barat
Leupung


